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ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Polres Dairi)

OLEH
MUHAMMAD ADI
NPM : 08 840 0061
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang pandangan hukum atas
kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan
terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 365 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur
dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasak 362 KUH
Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum
karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau
denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi
penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana
diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“ Kepolisian adalah segala
hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan “.

Secara umum penyidikan pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana
dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan
suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwa
pidana itu dapat diketahui melalui : Laporan atau pengaduan, Pemberitaan pers,
dan Kedapatan tertangkap tangan.

Pencurian dengan kekerasan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan
perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten
terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa
sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk
menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya
yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan
bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan
metode preventif fan metode reformatif.
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. BABI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem
peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang
cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian
satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan
keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah
‘mengatur secara tebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian
negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai
penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap
penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasamya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya
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hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan
dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,
terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan
masyal‘rakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, ternyata
fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif
dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga
mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat
pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan
sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan
kompetensi pengadilan.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian
akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan
mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif,
terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan {curas), dengan judul “Peranan Polri Sebagai Penydik Dalam Proses

Pemeriksaan Tersangka Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polres
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